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BAB I
| PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Permasalahan

Perkataan konsumen bukanlah hal yang baru dalam
masyvarakat. Secara  sederhana, konsumen adalah berarti
pemakal vyang berasal dar1 kata “consumer”., Dalam
perkembangannya, pengertian ini berkembang yang akhirnya
sampai kepada pengertian “korban pemakaian produk yang
cacat”, baik korban yang dimaksudkan sebagai pembeli,
bukan pembeli tetapi pemakai, bahkan juga korban yang
bukan pemakai. ' Setiap orang, siapa saja adalah konsumen.
Tidak ada orang yang tidak mengonsumsi barang. termasuk
pengusaha, baik produsen maupun pengedar produk.
Konsumen sering dilawankan dengan produsen atau pelaku
usaha atau pengusaha, yaitu pihak yang menghasilkan barang
dan atau jasa untuk dikonsumsi oleh konsumen. Menurut
undang-undang. konsumen adalah setiap orang pemakai
barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat. baik
bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun
makluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan. '

Dapat dikatakan bahwa khususnya di negara-negara
yang sedang berkembang, kedudukan konsumen lemah

dibandingkan dengan produsen atau pelaku usaha, baik dari

aspek ekonomi, pendidikan dan daya tawar. Di lain pihak
dapat dilihat bahwa kehidupan dan perilaku nia

membingungkan kalangan konsumen.
dilihat  dalam

£a yang sering

Kenyataan ini dapat
berbagai perilaku niaga seperti mulai dari

" Mubman Panjnitan, Sustu Pemikiran T
y £ 1t Tentang Perlunva Huk
:llm-n Konsumen, Jurnal Hukum Honeste Vivere No, 41, I!'I:I :I.I::
et 1999, Fakulas Hukum Univers itas Kristen Indonesia, Jakarta,




BAB 11
PENGATURAN NORMATIF HAK DAN
KEWAJIBAN KONSUMEN DAN
PELAKU USAHA

A. Pengertian Konsumen dan Pelaku Usaha

Memberikan pengertian atau batasan terhadap sesuatu
bukanlah hal vang sederhana karena mencakup aspek yang
sangat luas. Hal inilah yang menyebabkan adanya rumusan
vang berbeda sesuai dengan aspek tinjauannya serta latar
belakang dari orang yang memberikan rumusan tersebut.
Perbedaan ini sering menimbulkan masalah terhadap apa yang
menjadi ruang lingkup atau materi yang diatur di dalamnya.
Untuk menghindari pemberian rumusan yang berbeda ini.
maka dalam setiap peraturan perundang-undangan selalu
diatur pengertian dalam suatu bagian ketentuan umum sebagai
pengertian autentik. Dengan batasan autentik dimaksudian,
pembuat undang-undang dengan jelas dan tegas memberikan
batasan terhadap apa yang dimaksudkannya. Demikian juga
halnya dengan konsumen.

Perkataan konsumen bukanlah hal yang baru dalam
masyarakat. Secara sederhana, Konsumen adalah berarti
pemakai yang berasal dari Kata consumer. Dalam
perkembangannya, pengertian ini dipahami sebagai “korban
pemakaian produk yang cacat”, balk Korban :»':m*:_:
dimaksudkan sebagai pembeli, bukan pembel tetapi F"‘L"‘““l'f“‘-
bahkan juga korban yang bukan pemakai. Konsumen sernng
dilawankan dengan produsen atau pelaku usaha atau
pengusaha, yaitu pihak yang menghasilkan barang dan atau
jasa untuk dikonsumsi oleh konsumen,
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BAB I

PENGATURAN HAK DAN KEWAJIBAN
KONSUMEN DALAM PERUNDANG-
UNDANGAN LAIN

A.  Dalam Peraturan Perundang-undangan bidang

Kesehatan

Sebagaimana diatur dan ditetapkan dalam Pasal 4 huruf
| UU Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
bahwa selain hak-hak konsumen yang diatur dalam UU
Nomor 8 Tahun 1999, perihal hak-hak konsumen juga diatur
dalam peraturan perundang-undangan lain. Di antaranya
adalah hak-hak konsumen yang diatur dalam peraturan
perundang-undangan bidang kesehatan. Di bidang pelayanan
kesehatan, sesuai rumusan dan pengertian konsumen menurut
undang-undang. maka pasien adalah termasuk konsumen.
Pasien adalah setiap orang yang memperoleh pelayanan
kesechatan dari tenaga medis dan/atau tenaga kesehatan.
*'Pasien adalah setiap orang yang melakukan konsultasi
masalah Kkesehatannya untuk memperoleh pelayanan
keschatan yang diperlukan, baik secara langsung maupun
tidak langsung di Rumah Sakit.”

Hak-hak konsumen yang diatur dalam peraturan
perundang-undangan yang dimasudkan di sini adalah
peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan
kesehatan dan pelayanan kesehatan, di antaranya peraturan

y 2023

W pagal | angka 23 Undang Undang Nomor 17 Tahut

tentang Kesehatan, blik
. 1 Kesehatan Republi
U pasal | angka 2 Permturan Menteri Ke Sgakk dan

Indonesia Nomor 4 Tahun 2018 tentang Kewajiban Ruma
Kewajiban Pasien,
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BAB IV
PERLINDUNGAN KONSUMEN DALAM
UNDANG UNDANG DAN
IMPLEMENTASINYA

A. Pengaturan Perlindungan Konsumen dalam Undang

Undang Nomor 8 Tahun 1999

Sebagaimana  dikemukakan Sudaryatmo  bahwa
pentingnya perlindungan hukum bagi konsumen disebabkan
posisi tawar konsumen yang lemah. Perlindungan hukum
kepada konsumen mensyaratkan adanya pemihakan kepada
posisi tawar yang lemah (konsumen) . Demikian juga. Erna
Widjajati dan Yessy Kusumadewi mengemukakan bahwa
“kedudukan pelaku usaha dan konsumen tidak seimbang,
dalam hal ini, konsumen berada pada posisi lemah. Dalam
praktik, pihak konsumen sering menjadi objek aktivitas bisnis
untuk mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya oleh
pelaku usaha melalui kiat promosi dan penerapan perjanjian
standar yang merugikan konsumen”,

Hulman Panjaitan mengemukakan bahwa mengingat
konsumen berada pada posisi tawar yang lemah, maka negara
atau pemerintah harus bertindak atau harus melakukan
intervensi. Bentuk intervensi yang dilakukan negara atau
pemerintah untuk melindungi warganya yang berada pada
posisi yang lemah adalah penciptaan aturan normatif melalui

** Sudaryatmo, op.cit, hal. 90
** Erna Widjajati dan Yessy Kusumadewi, Pengantar Hukum

Dagang, Cetakan Kedua, (Jakarta: Roda Inti Media, 2010), hal. 101.




BAB V
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP

KONSUMEN PENERIMA VAKSIN
COVID-19

A. Perlindungan Hukum

Secara etimologl, perlindungan hukum berasal dari
bahasa Belanda yaitu theorie van de wettelijke bescherming,
Kata perlindungan hukum menunjukkan arti bahwa hukum itu
melindungi sesuatu. Sesuatu yang dilindungi oleh hukum
adalah kepentingan manusia, karena memang hukum itu
dibuat oleh dan untuk manusia atau masyarakat. Berangkal
dari pemahaman ini, kata perlindungan hukum sebenarnya
erat kaitannya dengan fungsi hukum dan tujuan hukum.
Mengenai apa fungsi hukum pada umumnya ahli hukum
sudah sepakat mengatakan bahwa fungsi hukum merupakan
perlindungan kepentingan manusia,*’

Pada prinsipnya, tujuan perlindungan hukum adalah
untuk memberikan rasa aman, kepastian dan keadilan bagi
masyarakat. Kata “perlindungan” itu sendiri bermakna
memberikan pengayoman kepada pihak yang lemah sehingga
perlindungan hukum dapat juga diartikan sebagai
pengayoman yang diberikan pemerintah kepada seseorang
untuk memberikan rasa aman, kepastian dan keadilan
terhadap hak-haknya dalam lingkungan masyarakat dan
kehidupan berbangsa dan bernegara, baik dalam bentuk
pelayanan, peraturan perundang-undangan atau kebijakan
lainya, termasuk dalam lapangan penegakan hukum.

5 Sudikno Mertokusumo dalam Hulman Panjaitan, Hukum
Perlindungan Konsumen, op.cit, halaman 48-49.
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BAB VI
PERLINDUNGAN KONSUMEN DALAM

PERJANJIAN BAKU

A. Pengertian Perjanjian Baku 1
Dalam praktik, tidak dapat dipungkiri, dengail.a|§§ﬂn
efisiensi, para pelaku usaha telah mempergunakan perjanjian
baku dalam memasarkan atau mendistribusikan produk
barang atau jasa yang dihasilkannya. Dapat dilihat bagaimana
industri perbankan menerapkan perjanjian penyimpanan dana
dalam bentuk perjanjian baku dalam menawarkan produk jasa
simpanan maupun pemberian kredit. Misalnya, simpanan
dalam bentuk giro ditetapkan dalam perjanjian rekening
koran, simpanan dalam bentuk deposito ditetapkan melalui
ketentuan deposito berjangka serta dalam bentuk lainnya yang
ditetapkan dalam ketentuan-ketentuan mengenai tabungan.
Bagaimana pelaku usaha perpakiran menerapkan perjanjian
baku dalam kaitannya dengan jasa pelayanannya. Demikian
Juga dengan perusahaan Jasa angkutan dalam tiket angkutan
yang dikeluarkannya. Perjanjian sedemikian inj dalam dunia

perdagangan dikenal dengan perjanjian bakuy (standard
contracy),

Para pengusaha, mungkin ini cara mencapai tujuan ekonomi
yang efisien, praktis dan cepat tidak bertele-tele. Tetapi bagi
konsumen, Justru merupakan  pilihan yang tidak
mfj*ngunlungkan. karena hanya dihadapkan pada suatu pilihan,
Yaiu menerima Walaupun dengan berat hati,
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